
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270 

Telepon/Faksimile: (021) 5725613 

Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id 

 

 

PERATURAN 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR: 07/D.D5/KK/2018 

TENTANG 

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/ 

MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK penetapan jenis 

program pendidikan pada Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dalam bentuk 

bidang/ program/ kompetensi keahlian 

mempertimbangkan Spektrum Keahlian Pendidikan 

Menengah Kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

  b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian 

SMK/MAK yang berakibat pada perubahan Struktur 

Kurikulum SMK/MAK yang saat ini berlaku; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 SMK/MAK; 

  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868); 

  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 953); 



  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 

2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 954); 

  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 955); 

  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); 

  13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 2018 Tahun 2018 

tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK). 

KESATU : Menetapkan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang 

memuat Muatan Nasional, Muatan Kewilayahan, dan 

Muatan Peminatan Kejuruan yang terdiri atas Dasar Bidang 

Keahlian, Dasar Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian 

serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran sebagaimana 

pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari peraturan ini. 

KEDUA : Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan 

acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK/ MAK; 

KETIGA : Perangkat pembelajaran lainnya yang meliputi antara lain: 

1. Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran; 

2. Contoh Silabus; 

3. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan 

4. Kelompok kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi 

kompetensi; 

akan diatur oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya peraturan ini maka keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum 

Pendidikan Menengah Kejuruan dinyatakan tidak berlaku. 

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 




